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ABSTRAK  : - bahwa untuk melaksanakan melaksanakan pelaporan pengawasan dan 
pengendalian Barang Milik Negara tersebut, dipandang perlu untuk membentuk 
Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara; 

  
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 7 
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah. Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik 
Negara, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 153/PMK.06/2021 
tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara, Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-
Kpt/04/KPU/X/2017 tentang  Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Negara di  Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,  Keputusan Sekretaris 
Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 
1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan 
Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam 
Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di 
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang  
Milik Negara Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara,  
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan 
Sistem Informasi Manajemen Aset Negara,  Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 207/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan 
Pengendalian Barang Milik Negara.  

 
 

 - Keputusan ini menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Nabire tentang Pembentukan Tim Pengawasan Dan Pengendalian 
Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire. 
 
 

CATATAN  : - 
- 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Januari 2026. 
Lamp.: 1 Hlm 
 

  
  
 


